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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebiasaan yang dilakukan oleh 
masyarakat Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota yang banyak 
menimbulkan persoalan yang tujuannya untuk kemaslahatan dan juga banyak 
menimbulkan kemudhoratan yang perlu untuk dikaji lebih lanjut. Rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah apa alasan balamo-lamo maso batunangan 
pada masyarakat di Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota, Apa 
hal-hal yang ditimbulkan dari balamo-lamo maso batunangan pada masyarakat di 
Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota, dan Bagaimana tinjauan 
hukum Islam mengenai balamo-lamo maso batunangan pada masyarakat di 
Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota.  
Penelitian ini adalah penelitian lapangan dilakukan di Nagari Maek Kec. 
Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota. Adapun yang menjadi populasi dalam 
penelitian ini berjumlah 32 orang yang terdiri dari 20 orang yang melakukan 
balamo-lamo maso batunangan, 10 orang tua pelaku balamo-lamo maso 
batunangan dan 2 orang niniak mamak. Jumlah sampel yang diambil yaitu 16 
orang yang terdiri dari 10 orang yang melakukan balamo-lamo maso batunangan, 
4 orang tua pelaku balamo-lamo maso batunangan dan 2 orang niniak mamak 
dengan menggunakan teknik purposive sampling. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis 
dapat mengambil kesimpulan bahwa balamo-lamo maso batunangan yang terjadi 
pada masyarakat adat Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota 
banyak menimbulkan dampak negatif dari pada dampak positif. Kebiasaan 
masyarakat adat Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota 
merupakan ‘urf fasid yaitu ‘urf tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara’ 
(Al-qur’an dan hadits), untuk itu balamo-lamo maso batunangan yang 
menimbulkan kemaksiatan sebaiknya ditinggalkan karena tidak sesuai menurut 
hukum Islam. 
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A. Latar Belakang Masalah 
 Perkawinan dalam Islam bukanlah sekedar perbuatan sia-sia semata, 
akan tetapi ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada 
Allah SWT, dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan 
sejahtera. Hal tersebut sejalan dengan defenisi perkawinan sebagaimana yang 
tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa perkawinan adalah ikatan 
seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 
keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
1
 
 Perkawinan mengandung aspek akibat hukum, yaitu saling mendapat 
hak dan kewajiban serta bertujuan menjadikan hubungan pergaulan yang halal 
dengan dilandasi keimanan dak ketakwaan kepada Allah SWT. Perkawinan 
termasuk perbuatan ibadah, sehingga di dalamnya terkandung maksud dan 
tujuan akhir untuk mengharapkan keridhaan Allah SWT. 
Mengenai tujuan perkawinan dijelaskan  dalam firman Allah  QS.  Ar-
Ruum(30): 21 sebagai berikut: 
                               
               
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 Artinya:  “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu 
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”
2
 
Perkawinan mengandung beberapa pokok bahasan yang diatur secara 
sistematis. Sebagai langkah awal dari perkawinan adalah menentukan dan 
memilih pasangan yang akan diajak untuk hidup bersama. Setelah melihat 
pasangan yang sesuai dengan pilihan dan petunjuk agama, langkah selanjutnya 
adalah meminang atau khitbah.
3
 
Peminangan atau khitbah dalam ilmu fiqh mengandung arti 
permintaan.
4
 Menurut istilah adalah pernyataan atau permintaan dari seorang 
laki-laki kepada pihak seorang wanita untuk mengawininya baik dilakukan 
oleh laki-laki itu secara langsung atau dengan perantaraan pihak lain yang 
dipercayainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.
5
 
Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Bab I huruf a memberi pengertian 
bahwa peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan 
perjodohan antara seorang wanita dengan cara yang baik (ma’ruf). Selanjutnya 
Pasal 11 KHI juga mengatakan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan 
                                                             
2
 Dapertemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan, (Bandung : Jumanatul Ali-ART, 
2004), h. 406. 
3
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Isam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 19. 
4
 Abdul Aziz Muhmmad Azzam, Fiqh Munakahat, (Jakarta : Amzah, 2009), h. 8. 
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 Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, ( Jakarta : Bulan 






oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh tapi dapat pula melalui 
perantara yang dapat dipercaya.
6
 
Mayoritas Ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib, namun 
kebiasaan dalam masyarakat menunjukkan bahwa peminangan harus 
dilakukan bahkan wajib hukumnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat 
Dawud al-Zahiry yang menyatakan bahwa meminang hukumnya wajib. 
7
 
Hukum tentang meminang terdapat dalam firman Allah QS. Al-
Baqarah (2): 235 sebagai berikut: 
                                
                                
                                  
               
Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan 
sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini 
mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan 
menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu 
Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali 
sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan 
janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, 
sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah 
mengetahui apa yang ada dalam hatimu Maka takutlah kepada-
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 Soesilo dan Pramudji, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Bogor : Rhedbook 
Publisher, 1976), cet ke-1. h. 505. 
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 Ahmad Rofiq, Op.Cit. h. 64. 
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Pertunangan adalah perjanjian biasa untuk membuat akad perkawinan, 
sehingga ia bukan termasuk dalam jenis akad. Dengan adanya perjanjian 
tersebut maka secara tidak langsung  atau langsung calon mempelai telah 
terikat pertunangan. Masa antara penerimaan pinangan dengan pelaksanaan 
akad nikah disebut sebagai masa pertunangan.
9
 Pertunangan pada dasarnya 
bertujuan untuk melihat bagaimana rupa dan akhlak calon pasangan dan juga 
untuk memastikan si perempuan sedang tidak dalam pinangan orang lain. 
10
 
Dalam pertunangan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan 
terutama larangan-larangan yang ditentukan oleh syari’at Islam, misalnya saja 
dilarang berkhalwat (menyendiri) atau empat mata dengan wanita pinangan 
tanpa ditemani oleh mahram, bergaul bebas dengan tunangan seperti pergi ke 




Dalam nash, tidak ada ketentuan khusus yang menerangkan berapa 
lamanya jarak pertunangan dengan akad nikah, bisa satu hari, satu minggu, 
satu bulan bahkan melebihi dari itu. Hal tersebut dikembalikan kepada al-'urf 
(kebiasaan) yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Namun 
tradisi atau kebiasaan tersebut idak boleh pula bertentangan dengan syari’at 
Islam. Allah  SWT menyukai agar sesuatu yang baik tersebut dilakukan 
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 Soemati, Hukum Perkawinan Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan, 
( Yogyakarta : Liberty, 1997), h. 23. 
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 Ellie Mulyadi, Membina Rumah Tangga Yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, 
(Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 17-18. 
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secepatnya, karena mempercepat sesuatu yang baik sangat dianjurkan 
terutama dalam hal menikah. Karena terkadang terlalu lama jarak antara 
khitbah dengan akad nikah, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya 
terjadi khalwat, perzinaan. Untuk menghindari semua ini maka wajib 
disegerakan akan nikah. 
12
 
Banyak nash yang melarang tentang berkhalwat dan mendekati zina 
sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT QS. Al-Isra (17) : 32 
sebagai berikut: 
                  
Artinya: “Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu 
adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”
13
 
Kemudian terdapat juga dalam hadits Rasulullah Saw: 
يَا َرُسوَل اهلِل، اِْمَرَأِت  َرٍم، فَ َقاَم َرُجٌل فَ َقاَل:َعِن اْبِن َعبَّاٍس َعِن النِِّبِّ َصلَّى َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل: ََل ََيُْلَونَّ َرُجٌل بِِاْمَرأٍَة ِإَلَّ َمَع ِذي مَْ 
ًة َواْكتُِتْبُت ِفْ َغْزَوِة َكَذا وََكَذا. قَاَل: ِاْرِجْع َفُحجَّ َمَع اِْمرَأَِتَك. )رواه البخاري( َخَرَجْت َحاجَّ
14 
Artinya: “Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah shallallahu „alaihi 
wasallam bersabda, „Janganlah seorang laki-laki berduaan 
(berkhalwat) dengan seorang wanita kacuali jika bersama dengan 
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berkata, „Wahai Rasulullah, istriku keluar untuk berhaji, dan aku 
telah mendaftarkan diriku untuk berjihad pada perang ini dan itu,‟ 
maka Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam berkata, 
„Kembalilah!, dan berhajilah bersama istrimu.'” (HR. Al-Bukhari 
no. 5233 dan Muslim 2/975). 
Sehubungan dengan ini, tepatnya masyarakat Nagari Maek Kec. 
Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota, terdapat balamo-lamo maso 
batunangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Kebiasaan tersebut 
sudah menjadi tradisi yang cukup lama ada maso batunangan itu 1,5 tahun, 2 
tahun bahkan lebih lama dari itu, dan paling cepat 1 tahun. Adapun alasan 
mereka balamo-lamo maso batunangan seperti mereka belum siap melakukan 
pernikahan, ikut-ikutan saja agar ada ikatan yang pasti dan mereka takut tidak 
bisa bebas. Dalam kegiatan sehari-hari di samping masyarakat memiliki 
kesadaran beragama, masyarakat juga meyakini adat atau kebiasaan, meskipun 
tidak semua masyarakat melaksanakan tradisi tersebut, namun sebagian 




Berikut beberapa contoh kasus yang melakukan batunangan yang 
balamo-lamo di Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota: 
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1. Iles dan Iwal yang batunangan pada  tanggal 03 Maret tahun 2018  dan  
menikah  pada tanggal 08 Agustus 2019. Bertunangan lebih kurang 
berjalan sekitar 1,5 tahun. Alasan mereka berdua balamo-lamo maso 
batunangan karena mereka tidak mau terkekang apabila sudah menikah. 
Padahal keduanya sudah mampu untuk menikah. Efek yang terjadi setelah 
mereka batunangan, mereka sering berduan (berkhalwat) bahkan hamil 
diluar nikah karena orang tua maupun ninik mamak tidak membatasi lagi 
sebab mereka telah batunangan. Karena sudah terjadi hamil diluar nikah, 
barulah mereka berdua di nikahkan untuk menjaga aib.
16
 
2. Toni dan Ayu  batunangan pada  tanggal 10 Agustus tahun 2017 dan 
menikah  pada tanggal 26 Januari 2019. Bertunangan lebih kurang berjalan 
sekitar 1 tahun 5 bulan. Alasan mereka berdua balamo-lamo maso 
batunangan karena mereka tidak mau terkekang apabila sudah menikah. 
Padahal keduanya sudah mampu untuk menikah. Efek yang terjadi setelah 
mereka batunangan, mereka sering berduan (berkhalwat)  karena orang 




3. Deni batunangan dengan Syafitri pada tanggal 8 Januari 2017 dan 
berencana menikah pada tanggal 30 Desember 2018. Bertunangan lebih 
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kurang berjalan sekitar 1 tahun 11 bulan. Alasan mereka batunangan 
karena mereka sudah cukup lama berpacaran, untuk menghindari cemooh 
masyarakat setempat yang sering melihat Deni dan Syafitri pergi ketempat 
hiburan seperti orgen tunggal hingga larut malam. Namun setelah mereka 
batunangan, masyarakat tidak lagi mencemoohkan mereka meskipun 
masih sering pergi ketempat hiburan berduaan.
18
 
Berangkat dari fenomena di atas, maka peneliti merasa perlu untuk 
meneliti lebih lanjut  yang akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah 
yang berjudul “Alasan Balamo-Lamo Maso Batunangan Pada Masyarakat 
Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota Ditinjau 
Menurut Hukum Islam” 
B. Batasan Masalah 
Supaya penelitian ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan, maka 
peneliti membatasi pembahasan ini mengenai alasan balamo-lamo maso 
batunangan pada masyarakat adat Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. 
Lima Puluh Kota ditinjau menurut Hukum Islam. 
C. Rumusan Masalah  
Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan di 
atas maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut : 
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1. Apa alasan balamo-lamo maso batunangan pada masyarakat adat Nagari 
Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota? 
2. Apa hal-hal yang ditimbulkan dari balamo-lamo maso batunangan pada 
masyarakat adat  Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota? 
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai alasan balamo-lamo maso 
batunangan pada masyarakat adat Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. 
Lima Puluh Kota? 
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan penelitian  
a. Untuk mengetahui alasan balamo-lamo maso batunangan pada 
masyarakat adat Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh 
Kota. 
b. Untuk mengetahui hal-hal yang ditimbulkan dari balamo-lamo maso 
batunangan pada masyarakat adat Nagari Maek Kec. Bukik Barisan 
Kab. Lima Puluh Kota. 
c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai balamo-lamo maso 
batunangan pada masyarakat Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. 
Lima Puluh Kota. 
2. Manfaat penelitian  
a. Untuk menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan penulis, hasil 
penelitian diharapkan dapat lebih meningkatkan penguasaan dalam 






b. Untuk  masyarakat Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh 
Kota, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang berguna 
dalam memahami hukum Islam secara baik di tengah masyarakat. 
c. Untuk  perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi 
dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi civitas 
akademika. 
d. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada 
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim 
Riau. 
E. Metode Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), 
dengan mengambil lokasi di Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima 
Pulu Kota. Adapun yang melatarbelakangi penulis memilih lokasi ini 
sebagai lokasi penelitian karena dilokasi ini penulis dapat menemukan data 
yang penulis butuhkan untuk penelitian ini. 
2. Subjek dan Objek Penelitian 
a. Subjek penelitian ini adalah orang yang balamo-lamo maso 
batunangan, orang tua kedua belah pihak yang batunangan, dan niniak 
mamak di Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota. 
b. Objek dari penelitian ini adalah balamo-lamo maso batunangan pada 








3. Populasi dan Sampel. 
Untuk data populasi ini dikarenakan tidak ada data yang valid di 
Nagari Maek, maka tidak ditemukan jumlah pastinya. Namun berdasarkan 
hasil observasi dan wawancara yang dilakukan ditemukan jumlah populasi 
sebanyak 32 orang yang terdiri dari 20 orang yang melakukan balamo-
lamo maso batunangan, 10 orang tua pelaku balamo-lamo maso 
batunangan dan 2 orang niniak mamak. Karena jumlah populasi cukup  
banyak serta keterbatasan waktu dan tenaga, maka penulis mengambil 
sampel sebanyak 16 orang  yang terdiri dari  10 orang yang melakukan 
balamo-lamo maso batunangan, 4 orang tua pelaku balamo-lamo maso 
batunangan dan 2 orang niniak mamak dengan menggunakan teknik 
purposive sampling.  
5. Sumber Data 
Penelitian ini mengumpulkan data melalui dua sumber, yaitu: 
a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan dari 
responden yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data 
primer dalam penelitian ini adalah data diperoleh dari orang yang 
balamo-lamo maso batunangan pada masyarakat Nagari Maek Kec. 
Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota. 
b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui literature yang ada 






diteliti, jurnal dan yang lain sebagai penunjang terhadap masalah yang 
diteliti. 
6. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mengumpulkan data yang akurat guna mengungkapkan 
permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik 
pengumpulan data sebagai berikut: 
a. Observasi  
Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara pengamatan secara langsung terhadap kejadian-kejadian 
yang ditemukan di lapangan.
19
Observasi yang dilakukan penelitian 
dalam hal ini adalah terjun langsung kelapangan untuk melihat 
peristiwa dan ikut serta dalam acara pertunangan tersebut. 
b. Wawancara  
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang 
dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara 
pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber 
jawab langsung oleh penulis kepada orang yang melakukan 
pertunangan, tokoh adat dan masyarakat mengenai masalah yang akan 
diteliti. 
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7. Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara 
deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis 
kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga 
dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan 
akhirnya. 
8. Metode penulisan 
a. Deskriptif, yaitu menjelaskan apa yang ada dengan memberi gambaran 
terhadap penelitian. 
b. Deduktif, yaitu mengungkapkan data umum yang berhubungan dengan 
masalah yang diteliti, kemudian di adakan analisis sehingga dapat 
diambil kesimpulan secara khusus. 
c. Induktif yaitu mengungkapkan data khusus yang berhubungan dengan 
masalah yang diteliti, kemudian diadakan analisis sehingga dapat 
diambil kesimpulan umum. 
F. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, 
maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, 
Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 







BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN, yang meliputi 
Demografis dan Geografis, Keadaan Pendidikan, Mata 
Pencaharian Penduduk, Agama dan Adat Istiadat. 
BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERKAWINAN, 
PERTUNANGAN DAN ‘URF, tentang a. Perkawinan yaitu 
Pengertian Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Hukum 
Perkawinan, Rukun dan Syarat-syarat Perkawinan, Tujuan 
Perkawinan dan Larangan Perkawinan b. Pertunangan yaitu 
Pengertian Pertunangan, Dasar Hukum Pertunangan, Hukum 
dilaksanakan Pertunangan, Tujuan Pertunangan, Hikmah  
Pertunangan, Dampak  yang ditimbulkan dalam pertunangan, 
Hal-hal yang dilaramg dalam Pertunangan, Akibat Batalnya 
Pertunangan, Sebab-sebab Putusnya Pertunangan c. „Urf  
BAB IV HASIL PENELITIAN, yang meliputi alasan balamo-lamo 
maso batunangan pada masyarakat adat Nagari Maek Kec. 
Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota, Hal-hal yang 
ditimbulkan dari balamo-lamo maso batunangan pada 
masyarakat adat Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima 
Puluh Kota, tinjauan hukum Islam mengenai balamo-lamo 
maso batunangan pada masyarakat  adat Nagari Maek Kec. 
Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota 




BAB  II 
TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
A. Sejarah Nagari Maek 
Pada masa dahulu penduduk Maek berasal dari bangsa India yang 
melakukan perjalanan ke arah Aceh, dari Aceh mereka menuju ke Kampar. 
Sesampainya di Batang Kampar mereka terus menyusuri aliran sungai yang 
mengarah ke hulu sungai. Kemudian mereka mencari suatu perkampungan 
untuk ditempati, dalam perjalanan tersebut mereka mendapati sebuah sunagai 
yang banyak ikannya hal ini dibuktika n karena setiap benda yang dibuang ke 
sungai selalu dimakan oleh ikan, sehingga mereka menyebut ikan tersebut 
dengan sebutan Maek dalam bahasa tamil yang artinya Rakus. Perkampungan 
inilah yang kemudian membuat menhir sebagai temoat pemujaan.
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Secara administrasi pada masa penjajahan belanda sampai pada akhir 
tahun 70an yaitu masa pertukaran sistem pemerintahan nagari kepada 
pemerintahan desa  dan awal tahun 80an nagari Maek dibagi menjadi 5 buah 
desa yaitu Desa Tigo Sakato, Desa Paruso, Desa Ronah, Desa Koto Tinggi dan 
Desa Nenan, namun secara wialyah adat tetap dinamakan Maek. Pada tahun 
2001, lima buah Desa tersebut disatukan kembali dan dibentuklah 
pemerintahan Nagari Maek. 
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B. Keadaan Geografis dan Demografis 
1. Letak Geografis 
Nagari Maek adalah suatu daerah yang terletak di  daerah 
Kecamatan Bukit barisan Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat. 
Wilayahnya terletak pada 6-11 Lintang Utara serta berada pada ketinggian 
400 s/d 500 meter dari permukaan laut. Nagari Maek ini  dikelilingi oleh 
perbukitan yang sanga luas yang menurut penduduk maek dulunya 
merupakan lautan yang kini telah menjadi daratan. Jarak dari ibuk kota 
kecamatan 18 km, dari ibu kota kabupaten Lima Puluh Kota adalah 45 km. 
Luas Nagari Maek 12206 km2. 
Nagari Maek ini mempunyai 12 Jorong yaitu Koto Godang, Sopan 
Tanah, Bungo Tanjuang, Aur Duri, Ampang Gadang I, Ampang Gadang II, 
Koto Tinggi I, Koto Tinggi II, Koto Tinggi III, Ronah, Sopan Gadang, 
Nenan. Terdapat 6 suku yaitu  suku Melayu, Suku Kampai, Suku 
mandailing, Suku Domo, Suku Pitopang dan Suku Piliang. Sedangkan 
menegenai batas-batas wilyah Nagari Maek sebagai berikut: 
a. Sebelah Utara berbatas dengan Nagari Koto Lamo atau Kec. 
Kapur IX 
b. Sebelah Selatan berbatas dengan Nagari Banja Loweh 










Bentuk permukaan nagari Maek merupakan daerah perbukitan dan 
daratan yang bervariasi tingkat kemiringannya. Secara umum kemiringan 
wilayah Nagari Maek dibagi atas kemiringan 8-15% dan kemiringan >45%, 
dengan ketinggian 617 diatas permukaan laut. 
2. Keadaan Demografis 
Penghuni Nagari Maek berjumlah 9.274 jiwa, yang terdiri dari 4.511 
laki-laki dan 4.763 perempuan. Semuanya terhimpun dalam 2.702 kepala 
keluarga. Pekerjaan yang digeluti oleh penduduk Maek adalah 25,7% 
Petani/Peternak, 1% Pedagang, 0,9% PNS, 0,5% Pegawai Swasta, 0,01% 
TNI/Polri, 0,3 Tukang, 0,36% Bidan dan Perawat, 0,5% Pensiunan, 9,6% 
Pengrajin dan sisanya adalah Pelajar/Mahasiswa serta pengangguran.  
C. Keadaan Pendidikan 
Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran agar orang-orang 
bisa mengembangkan pengetahuan, keterampilan yang diperlukan 
dimasyarakat, bangsa dan Negara. Pendidikan hal yang terpenting dalam 
kehidupan manusia, oleh karenanya pendidikan sangat dibutuhkan dalam suatu 
pekerjaan. Nagari Maek masyarakat memiliki tingkat pendidikan sangat rendah 
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karena kurangnya kesadaran. Padahal dengan era globalisasi yang canggih ini 
sangat dibutuhkan pendidikan. 
Nagari Maek memiliki sarana pendidikan dapat dilihat pada tabel 
berikut ini: 
Tabel II.1 
Jumlah Sarana Pendidikan Nagari 
Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota 
 





Untuk sarana pendidikan pada tingkat nagari, sarana pendidikan yang 
telah ada telah tersedia pada setiap jenjang pendidikan. Dapat dilihat pada 
tabel, sarana pendidikan paling banyak yaitu tingkat SD sebanyak sebelas 
buah, sedangkan paling sedikit SLB dan SMA. 
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No Pendidikan Jumlah 
1 TK 13 Unit 
2 SD 11 Unit 
3 SLTP/MTsN 2 Unit 
4 SLTA/SMA 1 Unit 
5 SLB 1 Unit 





D. Mata Pencaharian Penduduk 
Sistem mata pencaharian merupakan cara yag dilakukan oleh 
sekelompok orang sebagai kegiatan sehari-hari guna memenuhi kebutuhan 
hidup. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, dapat diketahui bahwa mata 
pencaharian masyarakat Nagari Maek sebagian besar petani dan berkebun 
namun ada juga yang hidup sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, TNI, 
bidan, pengrajin industri rumah tangga, pedagang dan sopir. Seiring dengan 
perkembangan zaman, banyak masyarakat Maek mengadu nasib ke kota-kota 
besar, namun ada juga tingkat perkonomian masyarakat  Nagari Maek 
golongan atas, menengah dan golongan bawah.  
Tabel II.2 
Mata Pencaharian Penduduk Nagari Maek Kec. Bukik Barisan 
Kab. Lima Puluh Kota 
No Jenis Pekerjaan Jiwa Persentase 
1 Petani/Peternak 2.570 25,7% 
2 Pedagang 100 1% 
3 PNS 90 0,9% 
4 TNI/POLRI 10 0,01% 
5 Tukang 30 0,3% 
6 Bidan/Perawat 36 0,36% 
7 Pensiunan 50 0,5% 
8 Pegawai Swasta 50 0,5% 
9 Pengrajin 960 9,6% 
Jumlah 3.896 38.87% 
Sumber : Data kantor wali Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh 







Agama merupakan suatu terpenting dalam masyarakat karena salah satu 
faktor yang memberikan arah dan makna bagi kehidupan seseorang atau 
masyarakat. Agama juga diakui sebagai satu-satunya sumber nilai luhur dan 
universal memiliki peranan penting yang paling tinggi harganya bagi setiap 
manusia. Agama juga mampu memberikan motivasi kehidupan dan 
pengendalian diri. Oleh karena itu, agama perlu diketahui, dipahami, diyakini 
dan diamalkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. 
Masyarakat Nagari Maek 100% memeluk agama Islam, tidak ada 
pendatang ke Nagari Maek yang beragama non Islam. Kemudian untuk lebih 
jelas dapat dilihat seperti tabel dibawah ini:  
Tabel II.3 
Sarana Ibadah di Nagari Maek Kec. Bukik Barisan 
Kabupaten Lima Puluh Kota 
No Sarana Ibadah Jumlah 
1 Masjid 14 
2 Surau/Musholla 17 
 Jumlah 31 
Sumber : Data kantor wali nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima 
Puluh Kota Tahun 2019 
 
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat sarana tempat ibadah di Nagari 
Maek yaitu 14 buah dan surau/musholla ada 17 buah. Jadi jumlah tempat 






Adapun uraian kegiatan keagamaan masyarakat sebagai berikut: 
1. Mesjid itu merupakan tempat kegiatan keagamaan seperti sholat 
lima waktu, sholat jum’at, Khatam Al-qur’an, musyawarah 
masyakarat antar suku  acara-acara besar seperti Maulid Nabi, Isra’ 
Mi’rad, dan mengadakan Lomba MTQ, kultum, cerdas cermat 
ketika bulan Ramadhan.  
2. Surau/Musholla merupakan tempat kegiatan keagamaan 
masyarakat seperti sholat magrib berjama’ah dan belajar mengaji. 
F. Adat Istiadat 
Adat merupakan hukum kebiasaan, aturan sopan santun (tata krama), 
kesusilaan dan rasa kepatutan dalam masyarakat. Dalam adat Minangkabau 
memiliki slogan adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah yang berarti 
adat bersandar syara’, syara’ bersandar kepada kitabullah (Al-Qur’an), selalu 
menjadi pegangan jika kita berbicara mengenai relasi adat dan agama pada 
masyarakat. Adapun adat istiadat minangkabau sebagai berikut:  
1. Adat nan sabana adat  
Adat nan sabana Adat ini adalah adat yang tak lekang oleh paneh 
tak lapuak oleh hujan, dipindah tak layu, dibasuah habis air. Artinya 
semua ketetapan yang ada di alam ini memiliki sifat-sifat yang tidak akan 
berubah. Dimana ketentuan alam tersebut adalah aksioma tidak bisa 
dibantah kebenarannya. Sebagai contoh dari benda Api dan Air, 





penyebab banjir, kejahatan pasti akan mendapat hokum an dan kebaikan 
membuahkan kebahgian.  Semua akan tetap abadi sampai hari kiamat 




2. Adat nan diadatkan  
Adat nan diadatkan adalah semua ketentuan yang berlaku di dalam 
masyarakat. Ketentuan-ketentuan ini dibuat oleh datuak nan duo. Gunanya 
untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dalam hal ketertiban, 
perekonomian dan sosial budaya. 
Sebagaimana dikemukakan oleh nenek-moyang orang 
Minangkabau, maka disusunlah ketentuan-ketentuan alam dengan segala 
fenomena-fenomenanya menjadi pepatah-petitih, mamang, bidal, pantun 
dan gurindam. 
Karena pepatah-petitih tersebut dicontoh dari ketentuan alam sesuai 
dengan fenomenanya masing-masing, maka kaidah-kaidah tersebut sesuai 
dengan sumbernya tidak boleh dirobah-robah walau dengan musyawarah 
mufakat sekalipun. Justru kedua jenis Adat pada huruf a dan b karena tidak 
boleh dirobah-robah disebut dalam pepatah : 
Adat nan tak lakang dek paneh, tak lapuak dek hujan, 
dianjak tak layua, dibubuik tak mati, 
dibasuah bahabih aia, dikikih bahabih basi. 
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Artinya adalah Kebenaran dari hukum alam tersebut . Selama Allah 
SWT, sebagai sang pencipta ketentuan alam tersebut tidak menentukaan 
lain, maka ketentuan alam tersebut tetap tak berobah. 
3. Adat Teradat 
Adat teradat adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh penghulu-
penghulu Adat dalam suatu nagari, peraturan guna untuk melaksanakan 
pokok-pokok hukum yang telah dituangkan oleh nenek moyang (Dt. 
Perpatiah Nan Sabatang dan Dt. Ketumanggungan) dalam pepatah-petitih 
Adat. Bagaimana sebaiknya penetapan aturan-aturan pokok tersebut dalam 
kehidupan sehari-hari dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan pokok 
yang telah kita warisi secara turun-temurun dari nenek-moyang dahulunya. 
Sebagai contoh kita kemukakan beberapa pepatah-petitih, mamang, 
bidal, Adat yang telah diadatkan oleh nenek moyang tersebut diatas seperti 
Abih sandiang dek Bageso, Abih miyang dek bagisiah. Artinya nenek-
moyang melalui pepatah ini melarang sekali-kali jangan bergaul bebas 




Begitupun peresmian Sako (gelar pusaka) kaum atau penghulu, ada 
nagari yang memotong kerbau, ada banteng, ada kambing, ada dengan 
membayar uang adat kenagari yang bersangkutan. Semuanya adalah aturan 
pelaksanaan dari peresmian satu gelar pusaka kaum (Sako) yang diambil 
keputusannya melalui musyawarah mufakat. dan lain sebagainya. 







4. Adat Istiadat 
Adat Istiadat adalah peraturan-peraturan yang juga dibuat oleh 
penghulu-penghulu disuatu nagari melalui musyawarah mufakat 
sehubungan dengan kesukaan atau kebiasaan anak nagari seperti kesenian, 
olah raga, pencak silat randai, talempong, pakaian laki-laki, pakaian 
wanita, barang-barang bawaan kerumah mempelai begitu juga marawa, 
ubur-ubur, gabah-gabah, pelamina dan sebagainya yang berbeda-beda 
disetiap nagari. Juga berlaku pepatah yang berbunyi : 
Lain lubuak lain ikannyo, lain padang lain balalangnyo, 
lain nagari lain adatnyo (Istiadatnya) . 
Adat teradat adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh penghulu-
penghulu Adat dalam suatu nagari, peraturan guna untuk melaksanakan 
pokok-pokok hukum yang telah dituangkan oleh nenek moyang (Dt. 
Perpatiah Nan Sabatang dan Dt. Ketumanggungan) dalam pepatah-petitih 
Adat. Bagaimana sebaiknya penetapan aturan-aturan pokok tersebut dalam 
kehidupan sehari-hari dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan pokok 
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TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERKAWINAN, PERTUNANGAN  
DAN ’URF  
 
A. PERKAWINAN 
1. Pengertian Perkawinan 
Nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti kawin, bersatu, 
bergabung, bertemu, atau berkumpul. Dalam Al-Qur‟an lafaz nikah 
dikenal dengan dua kata yaitu nikah (َكح) dan zawaj (انزواج). Kata nikah 
(na-ka-ha) tersebut secara bahasa bermakna al-jam‟u dan al-dhamu yang 
berarti “kumpul atau mengum pulkan, juga dimaknakan bersetubuh”.
26
 
Nikah (za-wa-ja) diartikan dengan aqdu al-tazwij
27
 yang artinya akad 
nikah dan juga dapat diartikan dengan (wath‟u al-zaujah) bermakna 
“menyetubuhi istri”. Sebagian pendapat mengatakan bahwa nikah berasal 
dari bahasa arab  nikahun yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja 
nakaha, sinonimnya tazawwaja kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa 
Indonesia sebagai pernikahan.
28
 Sedangkan menurut istilah pengertian 
pernikahan para ulama berbeda pendapat  sebagai berikut: 
1. Menurut Muhammad Abu Ishrah mendefenisikan nikah adalah akad 
yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan 
keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong 
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2. Menurut Zakiyah Darajat mendefenisikan nikah adalah akad yang 
mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan 
lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya.
30
 
3. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 perkawinan adalah 
ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami 
istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
31
 
4. Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan didefenisikan sebagai 
pernikahan yaitu aqad yang sangat kuat atau misaqon gholizon untuk 
mentaati perintah Allah dan menjalankannya merupakan ibadah.
32
 
Disimpulkan dari buku M. Rifai‟i yang berjudul fiqih Islam lengkap 
pernikahan adalah suatu ikatan lahir bathin antara dua orang, laki-laki dan 
perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga yang dilangsungkan 
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2. Dasar Hukum Perkawinan 
Hukum perkawinan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara 
manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan 
biologis antar jenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan 
akibat perkawinan tersebut. 
Perkawinan adalah sunatullah, hukum alam dunia. Perkawinan 
dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan.
34
 
Mengenai dasar hukum perkawinan dijelaskan Allah dalam Al-Qur‟an dan 
Sunnah sebagai berikut: 
1. Al-Qur‟an 
Allah Swt berfirman dalam QS. Yasin (36): 36 sebagai berikut: 
                      
       
Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan 
semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari 
diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.
35
 
Para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu 
kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya air yang kita minum 
(terdiri dari Oksigen dan Hidrogen), listrik ada positif dan negatifnya dan 
sebagainya. Para Sarjana Ilmu Alam itu berpegang dengan ayat-ayat di 
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atas dan ayat lainnya.
36
 Dijelaskan dalam firman Allah QS. Al-Dzariyat 
(51): 49 sebagai berikut: 
                    
Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya 
kamu mengingat kebesaran Allah”.
37
 
Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan, 
inilah Allah SWT yang menciptakan manusia menjadi berkembang biak 
dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya.
38
 Pernikahan dapat 
menciptkan ketentraman, damai dan mendapatkan kasih sayang sesama 
manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Ar-Ruum (30):21: 
                             
        
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya 
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan 
dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”.
39
  
Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan 
oleh Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah telah 
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menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan 
aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Seseorang tidak boleh berbuat 
semaunya saja, Allah tidak membiarkan manusia seperti binatang, kumpul 
dengan lawan jenis hanya menurut seleranya atau seperti tumbuh-




Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas‟ud saw dia berkata: 
يُكى انثاءج  ثاب يٍ استطاعشػهيّ وسهى يا يؼشر ان صهى هلل ػهيّ و سهى ل هللاى  س  رَ قَاَ َل نََُا  
فهيتزوج فإَّ أغض نهثصر وأحصٍ نهفرج ويٍ نى يستصهغ فؼهيّ تا نصىو فإَّ وجاء
41
 
Artinya: “Rasulullah saw telah bersabda kepada kami, Hai sekelompok 
pemuda, siapa dari kalian yang sudah mampu jimak (karena 
mampu memberi nafkah) maka menikahlah, karena nikah itu 
lebih menundukkan pandangan mata dan lebih menjaga 
kemaluan. Dan siapa yan belum mampu, maka hendaknya dia 





3. Hukum Perkawinan 
Hukum perkawinan tidaklah sama terhadap semua orang karena 
keadaan dan kebutuhan seseorang dapat merubah hukum yang telah 
dijatuhkan kepadanya. Apabila dilihat dari keadaan seseorang untuk 
melakukan pernikahan, maka pada saat tersebut akan merubah hukum 
nikah terhadapnya. Adapun mengenai hukum nikah dibagi menjadi 
beberapa hukum yaitu : 
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Hukum nikah menjadi wajib bagi seorang yang telah mampu 
yaitu mempunyai kemampuan lahir dan bathin untuk melakukan 
pernikahan serta dikhawatirkan tergelincir pada perbuatan zina kalau 
tidak disegerakan untuk menikah. 
b. Sunnah 
Hukum nikah menjadi sunnah bagi seorang yang mampu yaitu 
memunyai kemampuan lahir dan bathin untuk melangsungkan 
pernikahan, tetapi tidak dikhawatirkan akan terjerumus berbuat zina 
apabila belum melakukan pernikahan. 
c. Makruh 
Hukum nikah menjadi makruh bagi seorang yang tidak mampu 
lahiriah atau bathiniah. Seseorang yang tidak mampu untuk 
melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberikan belanja 
kepada istrinya atau kemungkinan lain seperti sakit atau lemah 
syahwat. Laki-laki yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi 
nafkah kepada istrinya walaupun tidak merugikan karena ia kaya dan 





Hukum nikah menjadi mubah bagi seorang yang tidak 
berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk nikah belom 
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membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila 
tidak nikah. 
Dari uraian di atas menggambarkan bahwasanya perkawinan 
menurut hukum Islam dapat berubah menjadi wajib, haram, sunnah, 
makruh dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadat 
apabila perbuatan tersebut dilakukannnya. 
4. Rukun dan Syarat Perkawinan 
Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menetukan sah atau 
tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam 
rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu‟ dan 
takbiratul ihram untuk sholat atau adanya calon pengantin laki-laki atau 
perempuan dalam perkawinan. 
Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menetukan sah atau 
tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam 
rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat atau menurut 




Adapun rukun nikah sebagai berikut: 
1. Adanya calon suami yang akan melakukan pernikahan  
Seorang laki-laki yang akan melaksanakan pernikahan harus 
memenuhi beberapa persyaratan yaitu: 
a. Berjenis kelamin laki-laki 
                                                             
44






b. Beragama Islam 
c. Dewasa  
d. Tidak sedang ihram baik dengan haji atau umrah 
e. Tidak terlarang melangsungkan pernikahan 
f. Bukan mahram karena nasab atau sesusuan oleh calon istri 
g. Tidak dipaksa  
2. Adanya calon istri yang akan melakukan pernikahan 
Seorang wanita yang akan melaksanakan pernikahan harus 
memenuhi persyaatan yaitu:  
a. Berjenis kelamin wanita 
b. Beragama Islam 
c. Tidak sedang melakukan ihram baik dengan ihram haji atau umrah 
d. Tidak sedang bersuami 
e. Bukan mahram bagi calon suami 
f. Tidak sedang menjalankan iddah 
g. Diketahui oleh calon suaminya 
h. Bukan istri yang kelima bagi calon suami tersebut 
3. Adanya wali dari pihak calon istri 
Akad nikah menjadi sah apabila calon istri dinikahkan oleh 
seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.
45
  
Wali dalam suatu pernikahan merupakan hukum yang harus 
dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkan atau 
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memberi izin pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad 
nikah itu atau mewakilkan kepada orang lain.
46
  
4. Adanya dua orang saksi 
Pelaksanaan akad nikah sah apabila dua orang saksi laki-laki 
menyaksikan akad nikah tersebut 
Adapun syarat-syarat menjadi saksi nikah sebagai berikut: 
a. Berjenis kelamin laki-laki 
b. Beragama Islam 
c. Sudah mencapai batas baligh 
d. Berakal 
e. Orang yang adil dan tidak fasik 
f. Tidak idiot, tuli, bisu dan buta 
g. Memahami aturan ijab qabul dan bahasa yang digunakan oleh 
wali dan suami 
h. Tidak memiliki ingatan yang lemah 
5. Shigat akad nikah yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau 
wakilnya dari pihak calon istri dan calon suami. 
Ijab artinya ucapan wali dari pihak calon istri, sebagai 
penyerahan kepada calon suami. Sedangkan qabul artinya ucapan 
calon suami sebagai tanda penerimaan.
47
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Syarat-syarat sighat hendaknya dilakukan dengan bahasa 
yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima 
akad, dan saksi, sighat hendaknya mempergunakan ucapan yang 
menunjukkan waktu akad dan saksi. Sighat hendaknya 
mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau, atau 
salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu 
lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu 
yang akan datang. 
Dari uraian di atas menjelaskan bahwa akad nikah atau 
perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan 
perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum. 
5. Tujuan Perkawinan 
Zakiyah Darajat dkk. Mengemukakan lima tujuan dalam perkainan, yaitu: 
a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan. 
b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syaahwatnya dan 
menumpahkan kasih sayangnya. 
c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan 
kerusakan. 
d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak 
serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta 






e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang 
tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.
48
 
Tujuan  perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi 
petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, 
sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban 
anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan bathin 
disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinnya, sehingga 
ditimbullah kebahagian yang artinya kasih sayang antar anggota keluarga. 
Manusia diciptakan oleh Allah SWT mempunyai naluri manusiawi 
yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh 
Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada khaliq penciptanya dengan 
segala aktifitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang 
antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia 
menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan 
aturan perkawinan. 
Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntutan agama 
yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan 
perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. 
Sehingga dapat diringkas ada dua tujuan perkawinan ialah memenuhi 




                                                             
48
 H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, Op.Cit., h. 15-16. 
49






6. Perkawinan Yang Diharamkan 
Diantara perkawinan yang diharamkan sebagai berikut: 
1. Nikah Mut‟ah 
Secara etimologi mut‟ah berarti bersenang-senang atau 
menikmati. Kawin mut‟ah disebut juga sementara waktu atau kawin 
yang terputus. Secara terminologi yaitu perkawinan yang dilaksanakan 
semata-mata untuk melampiaskan hawa nafsu dan bersenang-senang 
untuk sementara waktu atau akad perkawinan yang dilakukan seorang 
laki-laki terhadap perempuan untuk satu hari, satu minggu, atau satu 
bulan. 
2. Nikah Tahlil 
Secara etimologi tahlil berarti menghalalkan sesuatu yang 
hukumnya adalah haram. Menurut terminologi nikah tahlil adalah 
perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah 




3. Nikah Syighar 
Kata-kata syighar yang berasal dari bahasa arab yang berarti 
mengangkat kaki dalam konotasi yang tidak baik, seperti anjing 
mengangkat kakinya sewaktu kencing. Apabila dihubungkan dengan 
nikah atau disebut nikah syighar mengandung arti yang tidak baik, 
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sebagaimana tidak baiknya anjing mengangkat kakinya sewaktu 
kencing. 
Dalam arti definitif  ditemukan artinya dalam hadist Nabi dari 
Nafi‟ bin Ibnu Umar mutaffaq alaihi yang dikutip al-Shan‟aniy dalam 
kitabnya sulubul as-salam yang artinya seseorang laki-laki 
mengawinkan anak perempuannya dengan ketentuan laki-laki lain itu 
mengawinkan pula anak perempuannya kepadanya dan tidak ada di 
antara kedunya mahar. 
Dalam bentuk perkawinan tersebut yang menjadi maharnya 
adalah perbuatan mengawinkan anaknya kepada seseorang, dalam arti 
kehormatan anaknya yang dirasakan oleh orang yang mengawini 
tersebut. Kedua anak perempuan yang dikawini oleh walinya itu sama 
sekali tidak menerima dan merasakan mahar dari perkawinan tersebut, 
sedangkan mahar itu adalah untuk anak perempuan yang dikawinkan 
itu, bukan untuk wali yang mengawinkannya.
51
 
B. Identifikasi Tentang Pertunangan 
1. Pengertian Pertunangan 
Secara bahasa, khitbah berasal dari bahasa arab yang berarti 
berbicara. Khitbah bisa juga diartikan sebagai ucapan yang berupa nasehat, 
ceramah, pujian, dan lain sebagainya. Pelaku khitbah disebut khatib atau 
khitb, yaitu orang yang mengkhitbah perempuan. 
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Khitbah merupakan pendahuluan dari pernikahan. Allah SWT 
mensyariatkan khitbah sebelum dilaksanakan ikatan perkawinan agar tiap-
tiap pasangan yang akan menikah mengenal pasangannya, sehingga 
mendapatkan kemantapan hati untuk melaksanakan pernikahan.
52
 
Pertunangan (khitbah) secara istilah adalah perjanjian biasa untuk 
membuat akad perkawinan, sehingga ia bukan termasuk dalam jenis akad. 
Dengan adanya perjanjian tersebut maka secara tidak langsung  atau 
langsung calon mempelai telah terikat pertunangan. Masa antara 




2. Dasar Hukum Pertunangan 
Dalam Al-Qur‟an dan hadist banyak yang membicarakan tentang 
peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya 
perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah 
untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-
Qur‟an maupun hadist Nabi. 
54
 
Adapun dasar hukum tentang pertunangan (khitbah) terdapat dalam 
firman Allah QS. Al-Baqarah(2):235 sebagai berikut: 
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                               
                               
                               
                  
Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu 
dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan 
mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa 
kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah 
kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, 
kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang 
ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk 
beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah 
bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu 
Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyantun”.
55
 
Kemudian terdapat juga dalam hadits Rasulullah Saw: 
ك ى   إَِذا َخطَةَ  يقىل ػهيّ وسهى صهى هلل ػهيّ و سهى ل هللاى  س  رَ ػٍ جاتر قا ل : سًؼت انُثي    أََحد 
  ٌ تَطَاَع أَ ٌ  اس  ِ أَجَ فَإ ر  ًَ ىِ  إِنَى ََِكاِحهَا ان  ػ  ُ ظ َر إِنَى َيا يَد  ) رواِ أتىداود( فَه يَف َؼم   يَ  
Artinya: “Dari Jabir, ia mengatakan, “Aku mendengar Nabi SAW 
bersabda, Apabila seseorang di antara kalian meminang 
wanita, lalu ia bisa melihat kepada wanita itu apa yang bisa 
menariknya untuk menikahinya, maka hendaklah ia 




3. Hukum Dilaksanakan Pertunangan 
Mayoritas Ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib 
(sunnah), namun kebiasaan dalam masyarakat menunjukkan bahwa 
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peminangan harus dilakukan bahkan wajib hukumnya. Hal tersebut sejalan 
dengan pendapat Dawud al-Zahiry yang menyatakan bahwa meminang 
hukumnya wajib.
57
 Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada perbuatan 
dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan itu.
58
 
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya terdapat dalam  
pasal 11, 12 dan 13 juga menjelaskan tentang khitbah. Pasal 11 
menjelaskan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang 
yang berkehendak mencari pasangan jodoh. Tapi dapat pula diwakilkan 
atau dilakukan oleh orang perantara yang dapat dipercaya.  
Selanjutnya pasal 12 menjelaskan tentang perempuan yang boleh 
dipinang, yaitu gadis  atau janda yang sudah habis masa iddahnya. 
Perempuan  yang  ditalak  suami  yang masih  berada  dalam masa  iddah 
raj‟i,  haram  dan  dilarang untuk dipinang. Dilarang juga meminang 
seorang perempuan yang sedang dipinang pria lain, selama pertunangan 
pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak perempuan. 
Putusnya pertunangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang 
putusnya hubungan pertunangan atau  secara  diam-diam  pria  yang  
meminang  telah  menjauhi  dan  meninggalkan  perempuan  yang 
dipinang. 
Pasal 13 menjelaskan bahwa pertunangan  belum  menimbulkan  
akibat  hukum  dan  para  pihak  bebas  memutuskan  hubungan 
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peminangan. Dalam masa pertunangan diberikan kebebasan  memutuskan  
hubungan  peminangan  dilakukan  dengan  tata  cara  yang  baik  sesuai 
dengan  tuntunan  agama  dan  kebiasaan  setempat,  sehingga  tetap  
terbina  kerukunan  dan  saling menghargai.
59
 
4. Tujuan Pertunangan 
Pertunangan bermaksud adalah seorang laki-laki meminta kepada 
seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara yang sudah umum 
berlaku di tengah masyarakat. Pertunangan termasuk usaha pendahuluan 
dalam rangka sebelum pernikahan. Pertunangan pada dasarnya bertujuan: 
a. Terlebih dahulu untuk saling mengenal sebelum dilakukan akad nikah 
sehingga pelaksanaan pernikahannya nanti benar-benar berdasarkan 
pandangan dan penilaian yang jelas.
60
 
b. Untuk melihat bagaimana rupa dan akhlak calon pasangan. 




5. Hikmah Dilaksanakan Pertunangan 
Pertunangan sebagaimana pendahuluan pernikahan lainnya adalah 
sebuah cara bagi masing-masing pihak untuk saling mengenal di antara 
keduanya. Karena pertunangan merupakan jalan mempelajari akhlak, 
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tabiat dan kecendrungan masing-masing dari keduanya. Akan tetapi hal itu 
harus dilakukan sebatas yang diperbolehkan secara syariat, dan itu sudah 
sangat cukup sekali. Jika setelah ditemukan rasa kecocokan dan 
keselarasan maka sudah mungkin untuk melangsungkan pernikahan yang 
merupakan ikatan abadi dalam kehidupan.
62
 
Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai 
wajib, selalu mempunyai hikmah. Adapun hikmah dari adanya 
pertunangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang 
diadakan sesudah itu, karena dengan pertunangan kedua belah pihak dapat 
saling mengenal.
63
 Untuk mengetahui secara jelas kebiasaan calon teman 
hidupnya, karakter, perilaku dan akhlaknya sehingga keduanya akan dapat 
hidup mulia dan tentram dengan suasana cinta, puas, bahagia dan 
ketenangan. Ketergesaan dalam ikatan pernikahan tidak mendatang akibat 
kecuali keburukan bagi kedua belah pihak atau salah satunya. Inilah 
hikmah disyariatkan khitbah dalam Islam.
64
 
6. Dampak yang Ditimbulkan dalam Pertunangan 
Pertunangan (khitbah) merupakan langkah pendahuluan sebelum 
akad nikah dilangsungkan. Seringkali sesudah itu diikuti dengan 
memberikan maskawin seluruh atau sebagian dan memberikan macam-
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macam hadiah serta pemberian lainnya sebagai penguat ikatan , untuk 
memperkokoh hubungan yang baru antara keduanya. 
Sebenarnya pertunangan (khitbah) itu semata-mata baru 
merupakan perjanjian hendak melakukan akad, bukan berarti sudah terjadi 
akad nikah. Pembatalan terhadap ikatan perjanjian itu, Islam tidak 
menjatuhkan hukuman material tetapi memandang perbuatan itu sebagai 
perbuatan tercela, karena termasuk ke dalam sifat orang munafik.
65
  
Pertunangan (khitbah) itu tidak berdampak apapun maka kita tidak 
boleh mengharuskan peminang untuk membayar sejumlah uang atau yang 
lainnya, baik berupa maskawin, seserahan ataupun berupa hadiah. Oleh 
karena itu pertunangan tidak lain hanya sekedar peranjian untuk mengikat 
akad nikah yang akan mendatang maka sebaiknya keduanya saling 
berkenalan dalam batasan yang disyariatkan. Sedangkan apa yang telah 
menjadi adat, seperti memberikan cincin tunangan atau seserahan 
merupakan hal yang tidak dilarang oleh syariat, selama itu tidak 
bertentangan dengan kaidah dan hukumnya.
66
 
7. Hal-Hal yang Dilarang dalam Bertunangan  
1. Berkhalwat (berduaan) dengan tunangan dilarang karena adanya 
kekhawatiran akan mendorong keduanya untuk melakukan perbuatan 
yang dilarang oleh syariat Islam.
67
 Mereka itu merupakan perempuan 
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asing bagi laki-laki yang mengkhitbahnya. Adapun hadist Rasulullah 
tentang larangan berkhalwat dengan perempuan asing (bukan muhrim) 
dan duduk berdua dengannya kecuali jika ditemani oleh mahramnya. 
Seperti ayah, saudara, atau pamannya. 
68
Hadist tersebut sebagai berikut: 
فَ َقاَم َرُجٌل فَ َقاَل: يَا َرُسوَل اهلِل،  َرٍم،َعِن اْبِن َعبَّاٍس َعِن النِِّبِّ َصلَّى َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل: ََل ََيُْلَونَّ َرُجٌل بِِاْمَرأٍَة ِإَلَّ َمَع ِذي مَْ 
ًة َواْكتُِتْبُت ِفْ َغْزَوِة َكَذا وََكَذا. قَاَل: ِاْرِجْع َفُحجَّ َمَع ِاْمَرأَِتَك. )رواه الب خاري(ِاْمَرَأِت َخَرَجْت َحاجَّ
69 
Artinya: “Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah shallallahu „alaihi 
wasallam bersabda, „Janganlah seorang laki-laki berduaan 
(berkhalwat) dengan seorang wanita kacuali jika bersama 
dengan mahrom sang wanita tersebut.‟ Lalu berdirilah 
seseorang dan berkata, „Wahai Rasulullah, istriku keluar 
untuk berhaji, dan aku telah mendaftarkan diriku untuk 
berjihad pada perang ini dan itu,‟ maka Rasulullah 
shallallahu „alaihi wasallam berkata, „Kembalilah!, dan 
berhajilah bersama istrimu.'” (HR. Al-Bukhari no. 5233 dan 
Muslim 2/975). 
2. Empat mata dengan wanita pinangan 
Syariat Islam memperbolehkan laki-laki melihat wanita tunangan, 
demikian juga wanita boleh melihat laki-laki tunangannya karena 
maslahat, sedangkan segala bentuk ynag menimbulkan bencana atau 
kerusakan (mafsadat) terlarang. Oleh karena itu, tidak boleh melihat 
wanita terpinang ditempat sepi tanpa disertai salah seorang keluarga 
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(muhrim). Bersepian dengan seorang wanita lain hukumnya haram, 
kecuali bagi mahram atau suami sendiri.
70
 
3.  Bergaul dengan bebas seperti pergi ke tempat-tempat hiburan, 
boncengan berduan juga dilarang oleh syariat. Karena mereka berdua 
memiliki hawa nafsu yang sewaktu-waktu dapat mengalahkan mereka.
71
 




8. Akibat yang Ditimbulkan dari Pembatalan Pertunangan 
Pembatalan mesti dilakukan secara sopan dan sesuai dengan aturan 
syariat Islam. Pihak yang ingin membatalkan tidak boleh menyakiti dan 
mendapatkan ridho dari pihak yang dibatalkan. Pembatalan dapat 




Batalnya pertunangan bisa berakibat buruk yang menimpa salah 
satu dari kedua belah pihak, baik itu berupa materi ataupun beban mental. 
Diantara contoh kerugian materi, yaitu apabila peminang laki-laki telah 
menyediakan tempat tinggal demi sebuah rumah tangga yang akan 
dibangun, lalu orang yang dipinang membatalkan peminangan atau apabila 
pihak perempuan telah menyiapkan perlengkapan rumah tangga dan juga 
                                                             
70
 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Op.Cit.,h. 15. 
71
 Al-Hamdani, Op.Cit., h. 34. 
72
 Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, ( Jakarta : Bulan Bintang, 
1993), h. 35. 
73






berhenti dari pekerjaannya karena ia ingin bersiap-siap untuk menikah, 
lalu peminang laki-laki membatalkan pinangannya tanpa sebab. 
Diantaranya contoh kerugian mental adalah goresaan luka pada perasaan 
dan perbincangan orang banyak tentang dirinya atau yang sejenisnya.
74
 
Secara prinsip peminangan seorang laki-laki terhadap seorang 
perempuan belum  berakibat hukum, sebagaimana dijelaskan dalam 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab III, Pasal 13 tentang Peminangan, 
sebagai berikut:  
(1). Pinangan belum  menimbulkan  akibat  hukum  dan  para  pihak  bebas  
memutuskan  hubungan peminangan. 
(2). Kebebasan  memutuskan  hubungan  peminangan  dilakukan  dengan  
tata  cara  yang  baik  sesuai dengan  tuntunan  agama  dan  kebiasaan  
setempat,  sehingga  tetap  terbina  kerukunan  dan  saling menghargai.
75
 
9. Sebab-sebab Putusnya Pertunangan 
Khitbah yang dilakukan oleh pihak laki-laki atau wanita belum 
bersifat pasti. Pihak yang dilamar diberikan kesepekatan berpikir untuk 
menetapkan diterima atau ditolaknya lamaran. Kesepakatan ini menjadi 
hak mutlak bagi pihak yang dilamar dan pihak pelamar tidak dibenarkan 
untuk memaksa. 
Apabila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak untuk 
bertunangan, maka akan dilakukan proses persiapan menuju pernikahan. 
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Pada masa ini, dibenarkan untuk melakukan pembatalan. Banyak hal yang 
menjadi penyebab putusnya hubungan pertunangan. Putusnya hubungan 
pertunangan  bisa didasarkan kepada ketidaksesuaian dalam melaksanakan 
syarat yang ditetapkan bersama. Bahkan apabila fakta dilihat dan 
ditemukan tidak benar sesuai dengan informasi yang diterima, maka kedua 




C.  ‘Urf  
Tradisi atau adat dalam ushul fiqh dikenal dengan „urf. „Urf berasal 
dari kata „arafa, ya‟rifu (  ِرف -yang sering diartikan dengan “al (َػَرَف , يَؼ 
ma‟ruf” (انًؼروف) dengan arti “sesuatu yang dikenal atau sesuatu yang 
baik”.
77
 Kata „urf juga berarti sesuatu yang dianggap baik dan diterima 
oleh akal sehat.
78
 Sedangkan pengertian „urf menurut istilah yaitu sesuatu 
yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan 
mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.
79
 
„Urf sering dipahami sama dengan kata adat atau kebiasaan. 
Namun bila diperhatikan dari akar katanya, ada perbedaan yang mendasar 
di antara kedua kata tersebut. Kata adat berasal dari bahasa Arab, akar 
katanya: „ada, ya„udu (ػاد, يؼىد) yang mengandung arti: (تكررار) 
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perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum 
dinamakan adat. Namun tidak ada pula tolak ukur yang pasti berapa kali 
hal tersebut dilakukan agar dapat dikatakan sebagai adat. Sedangkan kata 
„urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan 
dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama 
dikenal dan diakui oleh orang banyak. 
Adanya dua sudut pandang yang berbeda tersebut yang 
menyebabkan timbulnya dua sebutan yakni „urf dan adat. Dalam hal 
tersebut sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip, sehingga dapat 
dipahami suatu perbuatan yang telah dilakukan berulang-ulang menjadi 
dikenal dan diakui oleh orang  banyak.
80
 
Berdasarkan uraian-uraian di atas diketahui bahwa „urf dan adat 
memiliki makna yang sama yang dapat berupa ucapan atau perkataan. 
Dengan demikian „urf dapat disimpulkan sebagai suatu perbuatan yang 
telah dilakukan berulang-ulang sehingga dikenal dan diakui oleh orang 
banyak baik berupa perkataan maupun perbuatan. 
Adapun macam-macam „urf  dari segi keabsahan terbagi menjadi 
dua, yaitu „urf yang dianggap benar („urf shahih) dan „urf yang dianggap 
salah („urf fasid): 
a. „Urf  shahih, yaitu suatu kebiasaan yang baik dan dapat diterima serta 
tidak bertentangan dengan syara‟.
81
 Dengan maksud lain, tidak 
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mengubah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, 
menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang 
halal.
82
 „Urf shahih adalah „urf yang harus dipelihara, karena ada 
kemaslahatan di dalamnya.
83
 Contohnya, mengadakan acara 
pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah. 
b. „Urf  fasid, yaitu sesuatu yang menjadi kebiasaan yang tidak hanya 
bertentangan denagn ajaran Islam, tetapi juga aturan undang-undang 
dan bahkan sopan santun.
84
 „Urf fasid merupakan kebiasaan yang 
rusak dan kebalikan dari „urf sahih sehingga tidak bisa diterima baik 
dengan nash maupun akal.
85
 Misalnya, mengundang orgen tunggal 
untuk hiburan pada saat pesta pernikahan (walimatul „ursy) serta 
menyajikan minuman yang memabukkan untuk tamu. 
Para Ulama sepakat, bahwasanya „urf fasid tidak dapat 
dijadikan landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi 
hukum.
86
 Oleh karena itu, untuk mengingatkan masyarakat dan 
pengalaman hukum Islam, sebaiknya dilakukan dengan cara yang 
ma‟ruf pada masyarakat, untuk mengubah adat kebiasaan yang 
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bertentangan dengan ajaran Islam tersebut, dan menggantinya dengan 
adat kebiasaan yang sesuai dengan ajaran Islam.  
‟Urf sebagai salah satu metode ijtihad, maka seorang Mujtahid 
harus memeliharanya, karena berguna dalam pembentukan hukum, 
sebagaimana salah satu dari lima kaidah asasi (pokok), yaitu: 
ح   ًَ َحكَّ  انَؼاَدج  ي 
Artinya : “Adat kebiasaan dapat menjadi dasar hukum.”
87
 
Adat atau tradisi dianggap baik dandapat dinyatakan sebagai „urf 
shahih, apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini: 
1. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-Qur‟an maupun 
Sunnah. 
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan 
kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberi kesempitan dan 
kesulitan. 
3. Tradisi itu dapat diterima oleh akal sehat. 
4. Tidak berlaku dalam masalah ibadah mahdah.88 
5. Tradisi atau adat tersebut bersifat umum dan merata di kalangan 
orang-orang yang berada dalam lingkungan tradisi tersebut atau di 
kalangan sebagian besar warganya.
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Berdasarkan uraian-uraian yang penulis paparkan dalam pembahasan 
skripsi ini, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Alasan Balamo-lamo maso batunangan yang dilakukan oleh masyarakat 
Nagari Maek Kec. Bukik Barisan memiliki alasan tertentu yaitu: takut 
terkekang apabila telah menikah, untuk memperjelas status hubungan 
kedua belah pihak, menghindari cemoohan masyarakat dan menunggu 
tamat kuliah. 
2. Balamo-lamo maso batunangan yang terjadi pada masyarakat Nagari 
Maek Kec. Bukik Barisan banyak menimbulkan dampak negatif dari 
pada dampak positif. Dampak negatifnya adalah banyak terjadi hamil 
diluar nikah, bebas berdua-duan pergi kemana-mana sehingga peluang 
untuk melakukan maksiat terbuka lebar, timbul rasa bosan dan mencoba 
untuk selingkuh yang berakhir dengan pertengkaran dan terjadinya 
pemutusan pertunangan. 
3. Dalam pandangan hukum Islam Balamo-lamo maso batunangan yang 
merupakan kebiasaan masyarakat Nagari Maek Kec. Bukik Barisan 
merupakan ‘urf fasid yaitu ‘urf tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
syara’ (Al-qur’an dan hadits), untuk itu balamo-lamo maso batunangan 
yang menimbulkan kemaksiatan sebaiknya ditinggalkan karena tidak 






B. Saran  
1. Diharapkan kepada masyarakat Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. 
Lima Puluh Kota harus memahami dan melihat lagi kebenaran kebiasaan 
tersebut, apakah bertentangan atau tidak dalam hukum Islam. Apabila 
bertentangan dengan hukum Islam, maka masyarakat harus menghilangkan 
kebiasaan tersebut dan tidak perlu lagi dipertahankan. 
2. Diharapkan kepada lembaga UIN Suska dapat mengarahkan mahasiswa 
agar lebih banyak meneliti tentang kebiasaan yang berlaku dalam 
masyarakat agar dapat mengetahui kebiasaan yang bertentangan dan sesuai 
dengan hukum Islam.  
3. Diharapkan bagi peneliti lainnya untuk mengkaji ulang lagi agar 
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1. Mengamati langsung keadaan daerah yang di teliti 
2. Melihat langsung hal-hal terjadi di Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. 
Lima Puluh Kota 
3. Melihat langsung dampak yang ditimbulkan oleh alasan balamo-lamo 
maso batunangan di Nagari Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh 
Kota 
4. Melihat sikap niniak mamak dan orang tua terhadap pasangan yang 
melakukan tradisi balamo-lamo maso batunangan 
5. Melihat perilaku pasangan yang melakukan kebiasaan balamo-lamo maso 
batunangan 
PEDOMAN WAWANCARA 
Untuk Responden ( Niniak mamak, orang yang melakukan tradisi 
balamo-lamo maso batunangan dan orangtua ) 
PEDOMAN NINIAK MAMAK 
1. Apa yang dimaksud pertunangan  di Nagari Maek Kec. Bukik Barisan 
Kab. Lima Puluh Kota ? 
2. Apa tujuan dilakukan alasan balamo-lamo maso batunangan? 
3. Apa alasan dilakukan balamo-lamo maso batunangan? 
4. Bagaimana pandangan niniak mamak terhadap kebiasaan balamo-lamo 
maso batunangan? 
5. Berapa lama masa pertunangan tersebut dilakukan di Nagari Maek Kec. 
Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota? 
6. Apa saja hal-hal yang  terjadinya dalam kebiasaan balamo-lamo maso 
batunangan? 




PEDOMAN PIHAK YANG MELAKUKAN TRADISI BALAMO-LAMO 
MASO BATUNANGAN DAN ORANGTUA 
1. Apakah saudara/i mengetahui adanya balamo-lamo maso batunangan ini? 
2. Apa alasan saudara/i melakukan kebiasaan balamo-lamo maso 
batunangan? 
3. Berapa tahun lamanya saudara/i melakukan kebiasaan balamo-lamo maso 
batunangan? 
4. Mengapa saudara/i melakukan tunangan terlalu lama? 
5. Bagaimana tata cara anak Bapak/Ibuk melakukan kebiasaan balamo-lamo 
maso batunangan? 
6. Apa saja yang terjadi setelah anak Bapak/Ibuk melaksanakan kebiasaan  
ini? 
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